_ PEMERINTAH KABUPRTEN DAERAH TINGKAT II BANTZENG
PERATURAN DAERRH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

HNOMOR : 1 TAHUN 1994
TEETAKNG

KERAJIBAN CALON MEMPELAI UNTUK MENDAPATKAN SURAT
RETERANGAN KESEHATAN BADAN.

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN REHMAT TUHAN YANG MAHA ES2
BUPATI REPALR DAERRH TINGKAT II BANTAENG
bahwa untuk pembinaan kesehatan masvarakat pada umuzmnya
khususnya kesehatan bagi generasi rendatang sebagal tumpuan
harapan Bangsa, maka di pandang perlu adanya  Jjaminan

kesehatan ;

. bahva untuk pelaksanaan pembinaan kesshatan keturunan atau

generasi mendatang, maka setiap orang yang hendak melangsung-

-

kan perkavinan dalam ¥ilayah Kabupaten Daerah Tingkat 1II

s |

Bantaeng divajibkan unfuk mendapatkan surat keterangan
kesehatan badan dari Dokter ;

bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b diatas, maka
perlu diatur dalam suatu peraturan Daerah.

Undang-undang Nemor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Unum
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288 ) ;

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulavesi ( Lembaran Negara tTahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 18272 ) 8

3. Undang-undang. ........
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan { Lemba-
ran Negara Tahun 1374 Hemer 1, Tambahan Lembaran Hegara Nomor
019 ) ; ' '
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-
tahan di Daerah { Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tamba-
han Lembaran Megara ¥omor 3037 } ;
Undang-undang ¥omor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kepen-
dudukan dan Pembanqunan Keluarga Sejahtera ( Lembaran HNegara
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembazan Negara Nomor B
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Xesehatan { Lemba-
ran Hegara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lezbaran negara
Homor 23495 )
Peraturan Pemerintah Nomer 5T ahun 1975 tentang Pengurusan,
Pertangqungjavaban dan Pengavasan Keuangan Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 1375 No. 5} ;
Peraturan DPemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Panyerahan
sebagaian Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan kepada
Daerah { Lembaran Negara Tahun 1987 Homer 8, Tambahan Leaba-
ran Negara Nomor 3347 } ;
Keputusan Menteri Kesehatan NomoI §6/Men Kes/SK/I111987 ten-
tang Pola Tarik Rumah Sakit Pemerintah ;
Keputusan bersama Menteri Xesehatan dan Menteri Dalam Hegeri
Nomor 684/Men Xes/SKB/IX/1087 dan Nomor 87 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pungutan Pelayanan Kesehatan Dasar
pPeraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 14 Tahun 1974 tentang
Bentuk Peraturan Daerah,

12. Peraturan Daerah. .........
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Homozr 1

tyjuan Dewan Pervakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

3
3

Tahun 1989 tentang Penyidik pagaval Kegerl Sipil { PEHS }.

3
1

ingkat I

MEMUTUSRKARE

PERATUREN DAERRK KABUPATER DAERAH TINGKAT II BANTAEKG TERTAKRG
KEFAaJIBARN CALON YEMPELAI UNTUK MENDPRTKAN SURRT KETERAﬁGéE
KESEKATAN BADRK.

BEE 1

KETERTURN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Daerah Tingkat II Bantaeng.
b, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat

11 Bantaeng ;

[
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c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat
Bantaeng ;

d. Dinas Pendapatan Daerah -adalah Dinas pendapatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;

e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah
Tingkat I1I Bantaeng ;

£. ¥as Daerah adalah Ras pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bantaeng ;

g. Calon adalah seorang pria atau ¥anita balk yang kedua-duanya
berasal dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng atau salah
satu ataupon kedua-duanya berasal dari luar Daerah Kabupaten
paerah Tingkat 1I Bantaeng, yang nendak melangsungkan Per-

kavinan dalan ¥ilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.
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Usia Perkawinan sebagimana diatur dalam Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku ;

‘gurat Keterangan Kesehatan Badan adalah Suatu Surat yang

diqunakan sebagal suatu Tanda Bukti telah dilakukan Pemerik-

aan Kesehatan Badan dari secrang Dokter pada Dinas Keseha-

w

tan Xabupaten Daersh T ingkat 1I Bantaeng.

Bad 11

KEWAJIBAN CALON MEMPELAI

Pasal 2
getiap Calon Mempelal divajibkan mendapatkan/memiliki Surat
Keterangan Kesehatan nadsn termasuk Imunisasi calon nempelal
Yanita dari Dokter pada Dinas Kesehatan.

Pasal 3
getiap Calen Mempelai diwajibkan pemperlihatkan  atau
menunjukkan Surat Keterangan Yesehatan Badan dari Dokier
kepada Petugas pembantu Pegawai Pencatat Nikah ( P3¥ ) dan

Petugas khusus per kavinan yang dltefapkan sesual ke ntuan

BAB III
DTLAKSANAAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH
QURAT KETERANGAN KESHATAN BADAN

oasal 4

U

Penyelenggaraan administrasi pembezian surat Keterangan

Kesehatan Badan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal



pasal &

Besarnvs biaya Pemeriksaan Yesehatan Badan guna menda-

-

atkan Surat Keterangan Kesehatan Badan seorang Calon
2
0

Mempelai ditetapkan sehesar Rp. 2.500,- { Dua ribu lima
ratus } ;

(2). Hasil Pungutan dimaksud pada ayat (1) Pasal inl secara
pruto selurchnya disetor ke Kas Daerah melalui bendaha-
ravan Knusus Dinas Pendapatan Dasrah.

BAB IV
FETENTUAN PIDAKZ
rasal 7

{1). Barang siapa yang melakukan pelanggaran atas katentuan
dalam pasal 2,3,5 dan b peraturan Daerah ini diancam
dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 {tiga) bulan
atau denda setinggi-tingginys Rp. 50.000,- (Lima puluh
ribu rupiah} ;

{2), Tindak Pidana seperti dimaksud pada ayat (1) pasal Inml
adalzh Pelanggaran.

BLB ¥
KETENTURN PENYIDIKAN
Pasal @
gelain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyid ikan atas Tindak

pidana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat
juga dilakukan oleh Pejabat penyidik Pegawal Negeri Sipil di

.ingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan

r—q

w1

esuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Pasal ¢

nalam pelaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat

penyidik Pegaval Hegeri §ipil sebagaimana dimaksud

fo
M

keiadian dan melakukan Pemeriksaan ;

Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa
Tanda Pengenal diri tersangka ;

Melakukan Penyitaan Benda atau Surat ;

Mengambil Sidit Jari dam Memotret seseorang ;
Memanggil orang uatuk di dengar dan diperiksa seba-
gai Tersangka atau Saksi ;

Mendatangkan Orang Ahll yang diperlukan dalam hubun-
gannya dengan pezeriksaan Perkara ;

Mengadakan Penghentian Penvidikan setelah nendapat-

kan petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdpat cukup
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Bi23 VII
KETENTUAN PENUTUP
11

ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
+

ot

Pasa

b o

Peraturan Daera!
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, meme ahkan pengun-
dangan peraturan Déerah ini dengan penempatannya dalam
lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantazeng.
Bantaeng, 22 Januari 19%4

DEWAN PER¥AKILAN RAKYAT DAERAH

KABUAPTEN LATI II BANTAEKG BUPATI KEPALA DAERAH
RETUA
Cap / 4td Cap / +3d
ARD. SANMAD MUSTADJAB. BA Drs.H.M. SAID SAGGAF
Diundangkan dalam Lembaran Disyahkan oleh Gubernuz
Daerah Kabupaten Daerah - Fepala Daerah Tingkat I
Tk.II Bantaeng Nomor 11 Sul-Sel dengan sura
Seri B Homor § tahun 1994 Xeputusan Nomor.441/Vil
tanggal 14 Nopember 1824 /1994 tanggal 14 Juli




